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Ringkasan - Kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara menghadapi
berbagai tantangan dalam konsep pembangunan berkelanjutan.Sejalan dengan konsep
pembangunan yang berkelanjutan maka kebijakan pengembangan wilayah tidak terlepas dari
aspek sosial,aspek ekonomi,aspek politik,aspek sumber daya manusia,dan aspek
hukum.Kebijakan pengembangan pengembangan wilayah yang dilakukan merupakan
sinkronisasi dari visi pembangunan nasional serta regulasi pembangunan berkelanjutan pada
level global yang dilakukan melalui kesepakatan yang dilakukan berbagai lembaga
internasional. Tantangan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pembangunan di
Provinsi Sumatera Utara mengalami berbagai hambatan karena kurangnya partisipasi dari
kelompok atau lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kearifan lokal sesuai dengan
adat istiadat suatu wilayah.Hambatan secara ekonomi menunjukkan masih tingginya
ketimpangan sosial, penegakan hukum yang masih rendah, serta kesiapan sumber daya
manusia yang dapat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara
sebesar lima puluh persen merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menegah
pertama.Terdapat lima permasalahan utama yang perlu ditingkatkan untuk dapat mendukung
kebijakan pengembangan wilayah yaitu:aspek ekonomi,aspek sosial,aspekpolitik,aspek
sumber daya manusia ,dan aspek hukum.

Kata Kunci: Kebijakan,Pengembangan Wilayah, dan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kajian kebijakan pengembangan wilayah disetiap wilayah di Indonesia tetap menjadi
bagian luas yang harus diimplementasikan dalam berbagai bidang yang harus memiliki
sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional serta konsep pembangunan global
yakni pembangunan yang berkelanjutan. Konsep kebijakan pengembangan wilayah yang
dilakukan selama ini masih mengalami pembusukan yang ditunjukkan pada tahapan
kebijakan pengembangan wilayah yang tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Esensi

kesejarahan sejak negara Indonesia merdeka maupun sebelum merdeka telah menunjukkan
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berbagai dinamika yang hingga saat ini masih menunjukkan tingginya kemiskinan, tingginya

pengangguran serta permasalahan kronis lainnya sehingga masih jauh dari pencapaian tujuan

nasional yaitu kehidupan yang mensejahterakan masyarakat serta kecerdasan masyarakat

Indonesia.

Untuk melihat konteks wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam

melakukan kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera dapat dilihat berdasarkan

wilayah kabupaten dan kota. Wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari kabupaten

dan kota meliputi:

1.

Wilayah yang berada di dataran tinggi terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu)
kota yaitu: a.Kabupaten Tapanuli Utara, b.Kabupaten Toba, c¢.Kabupaten Samosir,
d.Kabupaten Simalungun, e.Kabupaten Dairi, f.Kabupaten Pakpak Bharat,
g.Kabupaten Humbang Hasundutan, h.Kabupaten Karo, dan i.Kota Pematang Siantar.
Wilayah yang berada di Pantai Timur yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 4
(emapat) kota meliputi: a.Kabupaten Labuhan Batu, b.Kabupaten Labuhan Batu
Selatan, c.Kabupaten Labuhan Batu Utara, d.Kabupaten Asahan, e.Kabupaten Batu
Bara, f.Kabupaten Deli Serdang, g.Kaupaten Langkat, h.Kabupaten Langkat, i.Kota
Tanjung Balai, j.Kota Tebing Tinggi, I.Kota Medan, dan 1.Kota Binjai.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berada di dataran tinggi terdiri dari 8
(delapan) kabupaten yang terdiri dari: a.Kabupaten Tapanuli Utara, b.Kabupaten
Toba, c.Kabupaten Samosir, d.Kabupaten Dairi, e.Kabupaten Simalungun,
f.Kabupaten Pakpak Bharat, g.Kabupaten Humbang Hasundutan, dan h.Kabupaten
Karo, kemudian 1 (satu) kota yaitu: Kota Pematang Siantar.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berada di Pantai Timur terdiiri dari 8 (delapan)
kabupaten yang terdiri dari: a. Kabupaten Labuhan Batu, b.Kabupaten Labuhan Batu
Utara, c.Labuhan Batu Selatan, d.Kabupaten Asahan, e.Kabupaten Batubara,
f.Kabupaten Deli Serdang, g.Kabupaten Langkat, dan h.Kabuapten Serdang Bedagai.
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Sedangkan kota di Pantai Timur terdiri dari: a.Kota Tanjung Balai, b.Kota Tebing
Tinggi, c.Kota Medan, dan d.Kota Binjai.

Pembahasan tentang kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan pada beberapa
pembahasan akan melihat bentuk pengembangan pada sektor pariwisata sebagai salah satu
potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara. Demikian pula perbandingan pembahasan
yang dipergunakan juga mengambil berbagai bentuk pengembangan wilayah yang sesuai
dengan konteks pengembangan suatu wilayah atau melalui melalui literature terkait dengan
kebijakan pengembangan suatu wilayah. Pembahasan juga tidak terlepas dari konsep
kebijakan publik sebagai implementasi dari suatu kebijakan pengembangan wilayah yang

menyangkut pada kepentingan masyarakat luas.

METODE

Metode penulisan yang digunakan dilakukan dengan menggambarkan dan
mendeskrifsikan melalui berbagai literature dan melakukan analisis berdasarkan keterkaitan
masalah dengan berbagai hal yang terkait untuk memperjelas dan menunjukkan
keterkaitannya dengan berbagai teori-teori kebijakan publik. Pembahasan yang dilakukan
melihat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kebijakan
pengembangan wilayah yang dilihat berdasarkan pada teori-teori kebijakan publik sebagai

bagian dari konsep keilmuwan administrasi publik.

PEMBAHASAN

Kebijjakan pengembangan wilayah memiliki kompleksitas sesuai dengan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi suatu wilayah. Kesesuaian terhadap suatu
wilayah dapat dilihat berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki yang sejalan dengan konsep
pelaksanaan otonomi daerah. Kesesuaian yang dilakukan merupakan solusi dalam
memajukan suatu wilayah yang termasuk dalam pelaksanaan pembangunan yang

berkelanjutan.(Hariyanto & Tukidi, 2007). Pengembangan wilayah yang dimaksud meliputi
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3 (tiga) proses tahapan yang harus ditempuh meliputi: a.Proses perencanaan tata ruang
wilayah (RTRW) sebagai “guidance of future action” dalam pengembangan suatu wilayah,
b.Proses pemanfaatan ruang, dan c.proses pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan
melalui evaluasi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Berdasarkan perbedaan atau keragaman wilayah yang dimiliki oleh Provinsi
Sumatera Utara jelas memerlukan perencanaan yang berbeda sesuai dengan potensi yang
dapat dilakukan peningkatan pengembangan wilayah. Tahapan kebijakan yang diperlukan
pada saat ini semakin menunjukkan perlunya penguatan berbagai pihak yang berkepentingan
untuk mengetahui dan berkontribusi dalam tahapan-tahapan kebijakan publik. Engan kata
lain kebijakan pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh keterlibatan pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholder) dalam mengawal tahapan-tahapan kebijakan.(Yulyana, 2019)

Dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan wilayah memiliki ketrkaitan
dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat pada suatu wilayah. Aspek-aspek yang
dimaksud dalam pengembangan wilayah meliputi aspek politik, aspek ekonomi, aspek social,
dan aspek budaya. Hal ini memiliki keterkaitan dikarenakan masing-masing aspek kehidupan
masyarakat memberikan andil atau pengaruh yang akan menunjukkan kepercayaan atau
dukungan dari masyarakat untuk menerima dan menjalankan program yang dijalankan oleh
pemerintah. Sebagai analogi bahwa pemerintahan Kota Medan yang dilakukan pada tahun
2019 yang menunjukkan lebih dari 50 % warga Kota Medan yang tidak ikut dalam proses
pemilihan maka pada program-program yang dijalankan pasca terpilihnya walikota melalui
hasil pemilihan yang tidak maksimal akan mengurangi kepercayaan dan dukungan dan
program yang dijalankan pemerintah yang berkuasa atau yang memerintah.(Ardiyanti &

Zulian, 2018)

Provinsi Sumatera Utara memerlukan kebijakan pengembangan sesuai dengan
potensi-potensi yang dimiliki. Hal ini menjadi penting untuk memastikan pembangunan yang

menjadi potensi atau yang diprioritaskan dapat dapat dijalankan sebagaimana konsep tahapan
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(Rusyidi & Fedryansah, 2019). Salah satu prioritas nasional pengembangan pariwisata di
Indonesia adalah Danau Toba yang masih belum menunjukkan kontribusi yang significan
berdasarkan kunjungan wisata yang masih rendah atau berdasarkan lama kunjungan wisata

yang belum mencapai target yang ditentukan.

Pengembangan suatu wilayah melalui kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan
dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sosial yang dimiliki suatu wilayah
sebagaimana pemanfaatan para ulama dalam melakukan penanganan menghadapi pandemic
covid 19 di Indonesia.(Sugara & Ulfa, 2021) Hal ini menunjukkan pemanfaatan
pengembangan suatu wilayah menjadi hal yang sejalan dengan konsep sinergitas antara
pemerintah dengan pihak stakeholder. Ecara sistematis evaluasi kebijakan pengembangan

yang dilakukan dengan konsep keberlanjutan antara lainL
1.Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial masyarakat merupakan kekuatan-kekuatan sosial masyarakat atau
modal sosial yang harus dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan wilayah. Penguatan
social yang dimaksud dapat dilakukan dengan memberikan dukungan bagi kearifan local
yang ada di nasyarakat pada suatu wilayah. Hal ini pada sebagian masyarakat masih berjalan,
namun seiring perkembangan masyarakat yang terjadi secara global memerlukan kepedulian
dari pihak pemerintah dan stakeholder dalam mendukung pelestarian nilai-nilai sosial yang

luhur di masyarakat untuk dikembangkan.(Purwanto & Ritonga, 2017).
2.Aspek Politik

Secara politik kebijakan pengembangan wilayah di Sumatera Utara sangat ditentukan
oleh keberhasilan dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditandai
oleh peningkatan kinerja kelembagaan yang terkait. Tantangan yang juga dilakukan dalam
pengembangan wilayah dapat dilihat melalui pengembangan pariwisata Kaldera Danau Toba

yang masih sangat tertinggal dengan prioritas wisata nasional lainnya yang dapat dilihat
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berdasarkan masih rendahnya pelayanan public kepariwisataan dan masih rendahnya kinerja
kelembagaan dalam pengembangan pariwisata Danau Toba yang sudah ditetapkan oleh
Unesco menjadi Global Geopark. Berdasarkan penetapan yang dilakukan secara
kelembagaan internasional juga menjadi tantangan yang berat bagi upaya peningkatan
pelayanan publik serta peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah serta pihak

stakeholder.(Nawi, 2019)
3.Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi dalam pengembangan wilayah dapat dilihat dari berbagai kebijakan
yang dijalankan di Indonesia maupun di secara khusus di Provinsi Sumatera Utara.
Implementasi dana desa yang dijalankan melalui kebijakan yang dijalankan secara nasional
dapat dilihat melalui aspek perekonomian dari sisi pengelolaan anggaran yang
dijalankan.(Hadi, 2019). Pengelolaan keuangan yang telah berjalan dari beberapa tahun
terakhir telah menunjukkan tidak profesionalnya pengelolaan keuangan desa sehingga
kurang memberikan peningkatan ekonomi yang menjadi tantangan di Pemerintahan Provinsi

Sumatera Utara.

Aspek ekonomi di era globalisasi yang terjadi saat ini semakin menuntut adanya
penguatan kesiapan Provinsi Suamtera Utara dalam persaingan ekonomi yang bersaing
dengan dengan daerah lainnya sebagai bentuk daya saing daerah. (Sinaga, 2019). Aspek
ekonomi memiliki dampak yang sangat luas dalam mengembangakan suatu wilayah yang
dapat dilihat di Provinsi Sumatera Utara masih mengalami banyak masalah seperti:

kemiskinan, tenaga kerja atau tingkat pengangguran yang masih tinggi.
4.Aspek Sumber Daya Manusia.

Kebijakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh
kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankannya. Faktor utama dalam rangka

meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah program pendidikan dan pelatihan yang
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dilakukan sesuai dengan tuntutan yang sejalan dengan pengembangan wilayah. Kawasan
Danau Toba sebagai prioritas wisata nasional memerlukan dukungan dari masyarakat dan
pelaku wisata dengan kemampuan dalam mengembangkan pariwisata.(D, 2020). Kebijakan
pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dengan berbagai ketrampilan yang

dibutuhkan suatu wilayah sebagaimana konteks pengembangan pariwisata.

Aspek sumber daya manusia juga dapat dilakukan dalam konteks pemerintahan
administrative suatu kecamatan yang dilakukan sejalan dengan tujuan pengembangan
wilayah yang dilakukan oleh pemerintahan tertentu. Potensi suatu wilayah dapat diarahkan
penggunaannya untuk mendukung produktivitas masyarakat sebagaimana yang dilakukan
mayarakat di Jaharun B Kecamatan Galang yang dilakukan kelompok masyarakat dalam
mengembangkan tanaman obat guna mendukung kesehatan dan juga perekonomian
masyarakat.(Ayu Sartika Pane, Kariaman Sinaga, 2022). Berbagai bentuk lainnya dapat
dijadikan dasar atau model pengembangan kebijakn di Provinsi Sumatera Utara yang

dilakukan diberbagai level pemerintahan.
e.Aspek Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan dalam
kebijakan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dari penegakan
hukum dalam pelaksanaan kebiajakn pengembangan wilayah tidak akan mencapai
keberhasilan. Namun dari sisi yang lain penegakan hokum yang dilakukan harus dimulai dari
pihak pemerintah dalam memberikan keteladanan sehingga pihak-pihak yang terkait dalam
pengembangan dapat memberikan dukungan yang kuat karena telah ddasari oleh

kepercayaan dari masyarakat dan pihak-pihak swasta atau perusahaan.

HASIL PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana dapat dilihat dari
berbagai bidang yang diprioritaskan maupun sektor yang diprioritaskan dapat dilihat melalui

tahapan-tahapan kebijakan publik yang memerlukan penegakan hukum yang dilakukan
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melalui pihak lembaga ekskutif, legislatif, dan judikatif. (Hastuti & Soehartono, 2018). Hal
ini dapat dilihat melalui tahapan kebijakan yang didukung oleh penegakan hukum untuk
mengawal kebijakan pengembangan yang dijalankan. Termasuk dalam melihat tahapan
kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan pendekatan aspek sosial, aspek ekonomi,
aspek sumber daya manusia maupun aspek politik dalam mendukung kebijakan
pengembangan wilayah.

Persoalan sosial budaya masih menjadi hambatan dalam mendukung kebijakan
pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini termasuk masalah mental
masyarakat yang dapat dilihat melalui berbagai kelompok atau komunitas yang ada di
masyarakat. Untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang dimaksud maka
diperlukan aspek hokum yang akan memberikan penegasan atau memaksa bagi pihak-pihak
terkait dalam proses kebijakan pengembangan wilayah. Proses kebijakan pengembangan
wilayahyang dilakukan masing-masing wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang
memiliki perbedaan secara geografis turut memberikan perbedaan dalam pengembangan
wilayah termasuk salah satunya dalam pengembangan potensi pariwisata. Potensi pariwisata
yang sangat besar menjadi tidak maksimal dikarenakan kurangnya perhatian dalam
melakukan kebijakan pengembangan yang turut berdampak pada keberlanjutan dari aspek

sosial dan aspek ekonomi.(Hendrita, 2017)

Pembangunan berkelanjutan dalam konsep sinergitas antara pemerintah dengan pihak
stakeholder lainnya menentukan keberhasilan kebijakan pengembangan wilayah melalui
peran pemerintah dalam mendukung atau memfasilitasi kekuatan social yang ada di

(13

masyarakat. Hal ini sebagaimana konsep good governance” yang mengharuskan
keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang kuat dalam mendukung kebijakan
pengembangan wilayah yang memiliki berbagai dampak pembangunan yang selalu

mengalami perubahan kearah yang lebih baik( dynamic engagement).(Sari, 2019).
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SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara masih belum berjalan
maksimal dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan karena menghadapi
tantangan dari berbagai aspek meliputi: aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek
sumber daya manusia, dan aspek hukum. Apabila kebijakan pengembangan wilayah yang
dilakukan tanpa memperhatikan pembangunan berkelanjutan akan memberikan
pembangunan yang bersifat semu yang dapat dilihat berdasarkan pada berbagai persoalan
yang utamanya adalah kurangnya keadilan bagi mayarakat berdasarkan aspek-aspek

kehidupan masyarakat.

Keberhasilan dalam proses kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan dengan
konsep pembangunan berkelanjutan akan memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai
persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga kebijakan pengembangan wilayah yang
dilakukan tidak bersifat semu tetapi memberikan dampak pemerataan bagi kehidupan
masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Konsep wilayah yang dimaksud dapat dilakukan
berdasarkan kriteria wilayah administrative kabupaten, kota, provinsi serta dilihat melalui
wilayah regional tertentu sehingga dalam proses pengembangannya dapat dilakukan melalui

level wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mendukung keberhasilan dalam kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi
Sumatera Utara diperlukan sinkronisasi dengan aspek-aspek yang menyentuh kehidupan
masyarakat melalui keterlibatan berbagai kelompok, komunitas, atau lembaga masyarakat
sehingga kebijakan pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan daya saing daerah
dan menghasilkan pembangunan yang merata sesuai dengan potensi wilayah di Provinsi

Sumatera Utara.
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